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PENETAPAN 

Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Pas. 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA PASURUAN 

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK 3514216305990002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 23 

Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 

SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di 

Kabupaten Pasuruan Prov Jawa Timur, sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 Mei 1994, umur 30 tahun, 

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, 

tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan Prov Jawa Timur, 

sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 telah 

mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Pasuruan, Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Pas., tanggal 11 Juli 2024, 

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah 

pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana tertera dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor :   022/006/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling 

Kabupaten Pasuruan;   

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang 

tua Penggugat, selama kurang lebih 5 tahun dan telah berhubungan 
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layakya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang 

anak yang bernama;   

1. ANAK 1 (23 Mei 1999)    

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis 

dan bahagia tetapi sejak Tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak 

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;   

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena 

masalah Ekonomi. 

a. Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga kurang 

bertanggung jawab kepada Penggugat salah satunya dalam 

memberikan nafkah uang belanja. Selama menjalani rumah tangga 

nafkah yang diberikan oleh Tergugat setiap bulannya hanya sebesar 

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang itu juga tidak pasti. 

Sehingga hal tersebut mengakibatkan segala kebutuhan hidup dan 

kebutuhan rumah tangga lainnya kurang mencukupi.   

b. Bahwa selama berumah tangga Tergugat juga tidak memiliki 

kedewasaan dalam berfikir itu terbukti dengan adanya sikap yang 

selalu menghidar jika di ajak duduk bersama mencari solusi dalam 

rumah tangga Tergugat selalui kabur kaburan pulang kerumah 

orangtuanya dan itu kerap kali terjadi setelah terjadi perselisihan.    

c. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan 

mempertahankan, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga 

antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran. Dan kini Penggugat sudah merasa tidak ada 

kenyamanan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat. 

Maka dari itu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

memungkinkan lagi untuk di pertahankan.      

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini 

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak satu 

tahun yang lalu tepatnya tahun 2023 dimana Penggugat sekarang 

berkediaman di rumah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah 
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pamannya yang berada di Dusun Sambing Rt 015 Rw 007 Desa Sedarum 

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, selama berpisah Tergugat 

sudah tidak pernah berinisiatif untuk mengajak rukun dan selama pisah 

juga Tergugat sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan 

nafkah lahir dan batin;   

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat 

sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan 

perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri 

perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap 

Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.  

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;   

8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan agar menjatuhkan putusan 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  

Primer :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama 

Pasuruan;  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan 

yang berlaku;  

Subsider :  

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 

tanggal 12 Juli 2024 dan 29 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat 

tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah; 
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Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina 

rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui 

dan membenarkannya; 

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan 

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka 

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya 

mohon penetapan; 

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses 

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi 

dilanjutkan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara 

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang 

berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, 

oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi; 

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan 

Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat 

menyatakan mencabut gugatannya;  

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak 

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula 

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena 

itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat 

untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat 

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan 

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus diperhitungkan.  
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Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah 

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.  

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 

1131/Pdt.G/2024/PA.Pas; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 

Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H sebagai Ketua 

Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim 

tersebut dan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh Wiwin 

Sulistiyawati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota  

 

 

 

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I 

 

 

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H 
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Hakim Anggota 

 

 

 

Ali Zia Husnul Labib, S.H. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

 

Wiwin Sulistiyawati, S.H.,M.H 

Perincian biaya : 

1. PNBP    

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00 

b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00 

c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00 

d. Redaksi : Rp 10.000,00 

e. Pencabutan : Rp 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00 

3. Panggilan Penggugat : Rp 180.000,00 

4. Panggilan Tergugat : Rp 300.000,00 

5. Sumpah 

6. Pemberitahuan Isi Putusan 

: 

: 

Rp 

Rp 

0,00 

0,00 

7. Materai : Rp 10.000,00 

Jumlah : Rp 660.000,00 

(enam ratus enam puluh ribu rupiah) 
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